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Abstrak 

Hukum laut merupakan cabang hukum internasional.Semenjak berakhirnya perang Dunia II, hukum laut 

mengalami revolusi atau perubahan-perubahan mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

zaman. Praktik masyarakat internasional membuktikan bahwa laut merupakan wilayah yang kompleks dan 

menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayahnya. Oleh karenanya Hukum 

Internasional mengatur secara tersendiri wilayah laut dan pemanfaatannya di dalam United Nations 

Convention Of The Law On The Sea tahun 1982 (Selanjutnya disebut UNCLOS 1982). Karena itu 

pentingnya penetapan tapal batas antar negara untuk mempertahankan kedaulatan (souvereignity) dan hak-

hak berdaulat (souvereign rights) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan 

hubungan international, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat 

maupun perbatasan laut dan udara.Kasus penetapan batas wilayah laut antara Australia dan Timor Leste. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi hukum yang digunakan dalam 

metode ini adalah pendekatan deskriptif, jenis data sekunder, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan Penetapan garis batas wilayah teritorial diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982 

yang menyatakan dalam hal pantai dua negara yang  berhadapan satu sama lain,tidak satupun di antaranya  

berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya 

melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari 

mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Serta kasus Australia dengan Timor Leste Dalam 

perundingan tersebut pihak timor Leste berusaha mendapatkan solusi yang adil dan merata mengenai apa 

yang menjadi hak mereka berdasarkan ketentuan hukum Internasional, karena Perjanjian yang dilakukan 

antara Timor Leste dan Australia mengenai Laut Timor dianggap tidak valid dan perlu ditetapkan kembali 

mengenai batas maritime antara kedua Negara karena meskipun terdapat aturan sementara mengenai 

pembagian sumber daya bersama di Laut Timor, akhirnya Pada Bulan Maret 2018 terjawab sudah tentang 

penetapan batas wilayah laut anra Australia dengan Timor leste di dalam perjanjian antar dua negara yang 

melakukan penetapan garis Tengah (Median Line). 
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Abstrack 

The law of the sea is a part of international law. Since the end of World War II, the law of the sea 

experienced a revolution or profound changes in accordance with the development and demands of the 

times. The practice of the international community proves that the sea is a complex area and raises many 

problems in the measurement of its Territory. Therefore the International Law regulates the marine 

territory and its utilization in the 1982 United Nations Convention Of The Law On The Sea (hereinafter 

referred to as UNCLOS 1982). Because of this, the importance of establishing boundaries between 

countries to maintain sovereignty and sovereignty rights between countries and resolve all issues related to 

international relations, the state needs to establish territorial borders both in terms of land border and sea 

and air borders. The establishment of the border zone can be carried out in accordance with international 

law so as to provide legal certainty, legal benefits and justice for the people who inhabit the border area. 

Therefore, the discussion put forward in this study, namely the determination of the boundaries of the sea 

between neighboring countries according to UNCLOS 1982, and the case is a dettermination  of the sea 

boundaries between Australia and Timor Leste. This research uses normative research methods with legal 

typology used in this method is descriptive approach, secondary data type, and qualitative analysis. The 

results of this study include the determination of the territorial boundary line set in Article 15 of the 1982 

Sea Law Convention in the case of each other, none of them shall be entitled, except there is a contrary 

agreement between them, to establish its territorial sea, which is the same distance from the nearest points. 

As well as the case of Australia with Timor Leste In the negotiations, the Timorese tried to get a fair and 

equitable solution of their rights under the provisions of international law, because the Agreement between 

East Timor and Australia regarding the Timor Sea is considered invalid and needs to be re-established on 

the maritime boundary between the two States because there are provisional rules on the sharing of 

resources in the Timor Sea. finally In March 2018 was answered already about the determination of 

maritime boundary between Australia and Timor leste in the agreement between the two countries that 

make the determination of the Median Line. 
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